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PERATURANDAElWI KAllUP.ATEHDAERAHTnmKA.T II
MUSI BANYUASDr

HaMOR I ~I T.A.HD1T 1995.

TEllTAHG

Izn, JIJENDIlIDG\.UBAUGUl,A.1\f( nIB ) DAn InN mffiAUG - UllDAUG GAUGGU.AN(UUG)

BAGI PERUSA.lJAAl'InmUSI'RI DALl.H KABUPMEt, DA.ERA.HTnWKA.T II ~J[JSI BAlffiJASIH.

DEtTGAJJa.UllI.\T' TUHAUY.ANGMAlIAESA

BUPATI KEPALA DAEa.ur TnWKAT II MUSI BANYUASIH

J.lenimbangI a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri DalamHegeri

Nomor I 7:Tahun 1993 tentang Izin J'!endirikan Bangunan dan Izin
Undang--undangGangguanbagi Pe:rusahaan Industri dan Inst:ruksi

J;!enteri Dalam Iregeri Uomor I 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Pemberian Izin l~endirikan Bangunan a.an Izin Undang-undang Gang-
guan bagi pe:rusahaan industri, dalam mendorong dan meningkatkan

Penanamanmodal dentr'''-'lPel1YederhanaanProsedur Perizinan dalam
ranglca upaya Deregulasi, .malcadipandang perlu untuk menindak -
lanjuti kedua Peraturan tersebut;

b. bahwa agar maksud pada huruf' a tersebut diatas dapat direalisa--'
silcan, maleaperlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II J,!usi Banyuasin.

2.
.I )'. -

3.

Mengineat I 1. Undang-undang GangguanHomor I 226 Tahun 1926 yang telah diubah

dan disemp"rnalcan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Homor I

14 dan Uomor I 450;

Undallg'-1ll1dang"amor I 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan
UmumRetribusi Daerah (Lembaran llegara Tahun 1957 Iromor I 57;
TambahanLembaran JIegaraHomor I 1288);

Undang--undangHomor I 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Uegara

Tahun 1959 Hamor I 73);

4. Undang--undangIJomor I 5 'i'ahlU11974 tentang Pokole-pokokPemerin-
tahan Di Daerah (Lembaran Hegara Tahun 1974 Homor I 38, Tambah.•.
an Lembaran Hegara Homor I 3037);

5. Undang-undang Nomor I 5 Tahun 1~84 tentang Perindustrian (Lem -
baran Hegara Tahun 1984 Nomor I 22, TambahanLembaranHegara H2o
mor I 3274);

i

6. Peraturan Pemerintah •••••



-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor I 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha

Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 NOIDorI 21);

7. Peraturan Pemerintah lJomor I 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Uinumkepada Da2.

rah Tingkat I dan Tine).cat II (Lembaran Negara Tahun 1987 Iro-"

mor I 25);
8. Peraturan Pemerintah Hornor I 6 TaJ:i:un1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran }Tegara Tahun
1988 Iromor I 10); .';,

9. Keputusan Presiden RI }Tomor
Penanaman NOdal;

I 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara,

10. PeratUJ.'an l<!enteri Dalam Hegeri }TomorI 7 Tahun 1993 tentang
Izin !'!endirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi
Perusahaan Industri;

11. Instruksi Henteri Dalam Hegeri Iromor I 32 Tahun 1994 tentang
Pela.ksanaan Pemberian Izin liIendirikan Barigunan dan Izin Un-

dang--undang Gangguan bagi'Pe:rusahaan Industri;

12. Peraturan Daerah Hornor I 06 Tahun 1985 tentang Pembentukan S£

sunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umurn ICB.bt\lla-
ten Daerah Tine).cat II llusi Banyuasin;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 'II !,lusi Banyuasin -
!romor I 14 Tahun 1993 tentang Uang Leges.

f ,.

Deugan Persetujuan DewanPerwakilan Ra.kya.tDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II, .

Ilusi Banyuasin.

I1EMUTUSKAIr

Menetapkan, I PERATURAUDAERAHlCABUPiiTElTDAERAHTnTGKATII I.J[JSI BANYUASIU
TENTANGIZn:r mEIIDIRIICA1'TBAHGU1TAN(mB) DAlTIZIU UN:MlTG-UlIDAlTG
GANGGUAll"(UUG)BAGIPERIJSAHAA.HINDUsrRI DALAl,!KABUPATEUDAERAH

TINGKATII MUSIBAUYUASm.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I

a. Daerah adalah ICB.bupatenDaerah Tingkat II Ilusi Banyuasin.

b. Pemerintah Daerah •••
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b. Pemerintah Daerah adale.h Pemerintah lCabupatenDaerah Tingkat
II Musi Banyuasin.

c. Bu,pati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

I1usi Banyuasin.

do De•.ran Perlfa.kilan Ila.1qat Daerah adalah De;ranPerlfaJcilan 'Rakyat
Daerah Y..abupatenDaerah Tingkat II Ilusi Banyuasin.'

e. SeJr..retaris WilayahjDaerah adalah SeIcretaris WilayahjDaerah -
Tingkat II llusi B1J.!1YUasin.

:t. Dinas Pakerjaan Umumadalah Dinas Pekerjaan Unn.un ICabupaten
Daerah Tingkat II J;lusi Banyuasin.

g. ICa1fasanInihlstri adalah ICavrasantempat pemusatan kegiatan In
ihlstri pengclahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana -

dan :tasili tas penunjang lainllya yang disediakan dan di1I:ele-
lah olsh Pe:ro.sa..~aanICa1fasanInihlstri.

ho Perusahaan ICavrasanInihlstri adalah Pe:ro.sahaanBadan Ifukuli:t

yang didirikan menu:ro.tThlkumIndonesia dan belkeihlilJJ.kan di
Indonesia yang mengelolah ICavrasanIndustri.

i. Pe:ro.sahaanInihlstri adalah Pe:ro.sahaanyang bergera.k dalam
bidang ind:ustri yang berada dalam lCavrasanInihlstridan di-
luar KavrasanInihlstri tetapi dalam RDTRyang PMJlH/PI'1Amaupun
yang non PMDN/PMA..

j. PenanamModal adalah Perusaha..9.l1Industri PJvlDH,Pl.1A,NonPMDN
dan NonPIvIA'dalam KavrasanInihlst ri maupunyang diluar ICavras-

an Inihlst ri sebagaimana dima.ksuddalam pasal 3 Undang-'Ulldang
HornorI 1 Tahun 1967 da..1'lPerusahaan Nasional atau Perseorang

an sebagaimana dima.ksudpasa! 3 Undang-undangNemor I 6 Ta -
hun 1968.

k. Izin Lokasi adalahlzin yang diberikan kepada PenanamJolodal-

atas Rencana Penggunaan lahan dalam suatu Wilayah tertentu -
dengan ma.ksuduntuk Pembebasan ha.k atas Timah sesuai dengan
Rencana 'rata RuangWilayah.

1. Izin mendirikan Bangunan atau disingkat nlm adalah Izin yang
diberikan dalam rangka mendirikan bangunansecara f'isik be:v-

dasalkan Peraturan Pemerintah Nomor I 14 Tahun 1987.

m. Ildn Undang-'Ulldang••••
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m. Izin Undang~dang Ganggua.natau disingkat Izin UUGadalah

izin yang diberikan bagi 'reml'at-tempat Usaha berdasarlcan -
l'asaJ. 1 ayat (1) Undang-undangGangguanStaatblad Tallun
1926NomorI 226 yang telall diubah dan disempurna.!<:anter _
akhirdengan Staatblad Tahun 1940UomorI 14 dan NomorI -

450'.
\

n. Seml'adanadalah batas s'uatu lokasi tanah terhadal'
orang Perseorangan, Pemerintah atau Badan !fuh."UJll.

tanah

o. Uang Seml'adanadalah biaya l'en~ran batas suatulokasi _
tanah terhadap tanah orang perorangan, Pemerinta.h:atau. Ba-
dan Hukum.

P. Persil adalah luas lokasi tana.h orang l'erorangan, Pemerin-
tall atau Badan HuklllJl.

q. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan l'e:rmeter l'ersegi
dari luas roang usaha yang meliputi bangunan tertutul' mau-
Pun teXbuka sesuai kondisi lingkungan.

r. Prosentase J.1a..1csimaJ.2 % adala.h angka l'rosentase tertinggi
untuk per.kalian dalam koml'onenl'erhitungan retribusi IMB.

s. Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang di-
tetapkan berdasar.kan lokasi atau leta.!<:jalan dan kondisi
lingkungan.

t. Index Gangguanadalah angka index besar keoilnya gangguan
yang mungkin di timbulkan oleh PeIUsa.haanInililstri.

BAS II

IZTIfMENDIRIKANB.ANGUN.AN
BAGIA.N,PEmJU~

PERMOEDN.AN

Pasal 2

(1) Perusahaan KawasanIndllstri atau Perusa.haa.nInililstri yang:-
akan ~.lendirikan Bangunandan sarana l'enunjangnya wajib me-
ngajukan Pe:rmohonanIzin lrlendirikan Bangunan (IMB).

(2) Pe:rmohonanIzin Nendirika.n Bangunan (urn) sebagaimana ter-
oantum dalam ayat (1) pasal ini, diajukan ,kel'ada f3ul'ati K~
l'ala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

(3) PemolWnanum Perusa.haan Inililstri dalam Ka.;asan Inililstri
dal'at diajukan'langsung oleh Perusahaan Indllstri atau me-
lalui Perusahaan KawasanInililstri kel'ada BUl'ati melaJ.ui Ke

pala Dinas Pekerjaan Umum.
(4) Pe~oh~ ••••••••••
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(4) Pe:cnohonannm diajukan dengan mengisi fo:rmu.1.iryang fODllatnya
eeperti pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

\

BAOIAN KEIDA.

PERSYARATAJr

Pasal 3

Pe:cnohonansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini
diajukan dengan melengkapi.persyaratan sebagai berikllt I

a. RekamanSurat Izin Lokasij
b. RekamanKTPatau bukti diri penanda tanga.n pemohonanj

C'. RekamanAkta Pendirian, Pe:z:usahaanbagi yang beratatus Badan Hu-

kum/BadanUsaha atau RekamanAnggaranDasar yang sudah disahkan
bagi Koperasi j

do Surat KUasaapabila penanda tangan pe:cnohonanbukan dilakukan

oleh Pemohonsendirij
e. RekamanSertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;

f. Rekamantanda pelunasan PBBtahun terakhirj

g. Surat Pernyataan Pemohontentang kesanggupan mematuhipersyarai
.an-persyaratan tehnis bangunan sesuai dengan PedornanTehnis yang
ditetapkan 0100 I.lenteri Pekerjaan Umum,serta garie sempadanja
lan, koefieie.n dasar bangunan dan koofieien lantai bangunan yang
di tetapkan 0100Pemerintah Daerahj

h. RekamanRencanaTata Bangunandan Prasarana Kawasan Industri
yang disetujui Bupati dengan menunjukkanlokasi kapling untuk
Bangunanyang bersan~tan, bagi Perusahaan Industri yang' bel:'-
lokasi di KawasanIndustri.

BMW, I<E1'IOA
PElmERIill,IZIN !'lEtIDIRIKAN

BANGUNA,'" (nm)

Pasal 4
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum,mengad.akanpenelitian kelengkapan

persyaratan Pe:cnohonanum dimaksudpasal 3 Peraturan Daerah ini.
, .

(2) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar, pennohonan diterima
_____ '__dan rlibA:T'ika.n tanda_._buk:ti,.nAnAri.maa"A ~ ~~ --~_

U) .00001MAka ftktUlf(c1lia)'<!mlb1'lIa:ll9te1ah pennohllnan d1t~~
- -..'. ". - .. .

.• f.ja1la.t ,'ee'b~tma,na;tG1'SObUt ~ ,qa,t (1) ,»a:salJJi1i'~'" .
• _' , J •• '

,~.Dlna8PGks1'jSan Ull!WnilUlntlt!i.fh •• bo~ .1letr1bufl1.IarlB
.....jibetib- ~. .'-', ". .....,.. .' ..

-----(4) ::rdasaJ:.k:a~~eta:pan se'bagaiDia.natereebli{ayat (3)--pasa.l ' :Gii-'--
PemohonmembayarRetribuei.

. (5) Setelah melunasi
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(5) Setelah melu:nasi Retribusi sebagaimana tersebut dalaro ayat (4)

pasal ini pemohondapat melaksanakan PembangunanBangunan se-

cara Fisik.

(6) Setelah Bangunanselesai pemohonrrajib menyampaikanlaporan s.!:,
cara tertulis dilen~api dengan I

a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengarras yang telah diakre-
ditasij

b. Gambarsiap Bangunan (as-built drarrings);

o. Reka.manbukti pembayaran Retribusi.

Pasal 5

(1) Berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kepala Dinas
Pakerjaan Umumatas nama':'Bupatimenerllitkan Dm.

(2) J~ waktu penerllitan Izin ~lendirikan Bangunan (]lIm) diteta;e.
kan selarobat-lambatnya 1~L(Duabelas) hari kerja terhitung sa-
jak diterilllnya Laporan dan BeriLtaAcara Pemeriksaan.

(3) Izin~lendirikan Bangunan (DlB) sebagaimana tersebut dalam ayat
(1) pasal ini sakaligus berla.k:ubagi penggunaanbangunan.

BA.1l III

lam UNDA.l'fG-UNDAlWGAl'fOGUAN(000)
MOlAN PERrA.l,lA.

. PERMOHDNA.li

Pasal 6

(1) Setiap Pe:rusahaanKa,iasan Industri dan bagi pe:rusahaan indus -
tri ,;a.jib memiliki Izin Undang-u:ndangGangguan(000) kecuali
bagi Pe:rusahaanyang jenis industrinya wajib Amdalatau yang
berlokasi didalam leawasanIndustri.

(2) PerroohonanIzin Undang-u:ndangGangguan(000) aleh_ Parusahaan
I:idllst.ri atau Pe:rusahaan leawasanIndustri diajukan kepad.a
Bupati melalui Sekretaris WilayabjDaerah.

----,~ --- - - - - --. -. - -_0 __ .-

:(3) .Pe1'll1ohonanIJ&in l1nda.liig'- ttndang ~ (WlJ)$Oba;gamam:4Jmak--
J!lI1d :»ada a;va.t (2) palilii1 W &juka.nsetuai 'oontol1 Po:anu11l' .TlJ,tJg

.~a.~ ileper1:'1.}lB8a.:t.amIib=tt..PofJ1'a.'ttu'an: ~-tnl';1' ..

BAGIANKEDUA •••••••••••••••••••••



BAGIA.NKEIXJA

PEIlSYARA.TAN

Pasal 7
Pemohonan sebagaimana dimaksud dalsm pasal 6 Peraturan Dae:rahini
diajuka.n dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut I

a. Rel=an Surat Izin Lokasi;
b. Re1=an j<TP dan 11PliP Perusahaan yrmg bersll<ngkutan;
o. Rel=an Akta Pendirian bagi Pe:rusahaan yang berstatus Badan EU-
kulIl/BadanUsaha atau ReksmanAnggaran Dasa.ryang, sudah disahkan
bagi KOferasi;

d. Rekamantanda pelunasan PBBTahun terakh1r sesuai tempat pel'-
untuk~n tanabjpenggunaan sebagai lahan Industri;

e. RekamanSertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah;

f. Ranoangs.'ltata letak Inst~lasi, mesin/peralatan dan perlengkap-
an bangunan Industri yang telah disetujui oleh. Pimpinan Pel'-
usahaan pemohonatau yang dikuasakan;

g. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;

he Bagan alir Proses Produ!csi dilen@capi dengan daftar bahan baku!
pe=jang dan Bagan alir Pengolahan Limbah.

BAGIA.NKEl'IGA
PEMBERIANIZIN UNDANG-UN1lANG

GANOOUAlr(WG)

Pasal 8

(1) Sekretaris WilayabjDaerah;melakukanpenelitian terhadap pel:'-
syaratan pemohonan Izin Undang-undangGangguan(WG) tersebu:l1.

(2) Jika telah memenuhipersyaratan, lengkap dan benar, pemohon.ia-
jib membayarRetribusi yang ditetapkan.

(3) Setelah Persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal
ini dipenuhi, pemohonan diproses dan atas pemohonan tersebut
disiapkan naskah Surat Keputusan.Pemberian Izin Undang.,;.undang
Gangguan(WG).

pasal 9

(1) Sekretaris WilayabjDaerah atas namaBupati mene:roitkan. Izin
Undang-undangGangguan(WG).

(2) Jangka waktu ••••••••
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Jangka ,ill.ktu pene:roitan Izin Undang'-UlldangGa.ngguanselambat-

lambatnya 32 (Tiga puluh dua) ha.ri kerja terhitung sejak Pe:I'-
mohonan tersebut diterima secara len@<:apdan benar.

Izin Undang-undang Gang@la.rl(UUG)berlalcu selama Perusaha.an

Ka,Tasan Indllstri dan Perusa.ha.an Indllstri yang bersangloJ.tan. m.!:.
sih beropera.si, dan setiap 5 tahun 'Tajib mendaftar ulang.

BAB IV

OBJEICDANSUBJEIC

Pasal 10

Objek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang'-Ulldang Ga.ngguan-

B.da.lahPe:NSaha.a.nKawasa.nIndllstri dan Prusahaan Indllstri.

Pasal 11

Suhjek Izin bIendirikan Ba.ngunan dan Izin Undang--undang Gangguan

adalah setiap orang atau Badan Hukumyang mendirikan dan atau

memperluas b~n indllstri dan ka1'TaSanindllstri dalam rane,ka Pe
nanSJDanmodal diwajibkan memiliki DID dan at:m izin UUGdari Bu-

pati Kepala Daerah.

BAB V

REll'RIBUSIATASIZIU MENDIRIKAN
BAlWUl'fAl1"(IMB) 00, IZn1"UNDAl1"G

UlmAl1"GGAlWGUAN( UUG)

Pasal 12

(1) B.ea1'n,VaRetrlll'J.sltd.n .enll1rJ.kan B~ dltetalitan .bagd.-
beri\a11;1
llDIB ;: W z '!lmBpe:t K2x 115 ".

(2) selah1 d5IrqnekanRGtrlbueillllbaS"p"'iS-&ak:1J1d arat (') pala1 im.,
di•. ;jibka.nmemb~ b1lqa Pomttl fr stlbeear "AYP'O-;OOO;'" ("Pl1nb.-
'rim l'Ull1ab ).'

., .

PaM1 13

(')B.~ Ret1'1bus1 peclberian .%m UnllanB - Undaa2g ~Ian
a1pe1'h1tllngkll.tle;baea1bGr1kut t
llI100 J <TLxII, :z LBm';' , ... .

(tJO'O)

(~) )[engena.i 'l'ar.l.t ~ %n""IX Lckasi; daD Index .Oangguan &tur
/Jansan XelUtulian Bupat1 Xeptl1a ~

(3)se1ain dfJr:enakanRGt1'1bl1.si ee;pert1 dimalcS1d],1Bda. ~tC 1)paM1 -
lnia1wajibka.n meuib~ 1.l&n$ Adm1lli,moasl berupa b1a,yatomullr-
Rp;' 15;000,'- ( ~ be1as riwlUp1ah )
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IJIaWl,•••• _ ••••• 1_ tezc.ntlD llGda Jll\831'12&m .-l f3PC'atd:tan
'DIC'&!l in1t .'."., -lIM'bt.tava. .' •••.CN 3 (~) har11ta'~ cU...-
'M£IUDIkit Eh JbC'Dh ftliP,t XI JbIil.~

Bm 1%
mr<Il1fAJ1U( JU _CDniT.TiJr

Paa1 "

l'''" • .an am P*"'SI"""tan P"o1rrzlpmP~1ul %sdJl- iIdD1.leIl 'cua-Jluz1 ~ 1azt14ia" Ib1aI:a 'ca1='lm lldmh JJd. "Ulakl1kM o1U Ie.tua
11DIID.~ a.1IU'& Be1atM atu _Cli •••••••••••••••~ llac.'Ih ~ .•••
I •••..••••Wa~

BAD m
maAiWWf 10 s.unm

Paa'L 16

(f) II nil bdAbl p'O'N!3•••• lIDB M'UW'Dmn1can Z'IWICI pmr113WC 4t
•• .so4BD 41 t.;en«1a14bn o101l ~111 Eqala 1bc'ah a'bl1 ,~ ~ 41.
t1m~~

(2) .A.tabUa ta6:l.lll't bM(prmn - banomIn. ~ bam tIq,la b1Il ( ban,tt-
JIlm 1Sar) ~~ ~ "Umlrte'4 ~ •.•• (" JUa1 w; IIII1ca pmUk
btna ••• 41._:I1bJam UIltUk. -gam •• """'4 ~bIwi:I;vao • ..", •••••P"
pcon1UmD Jbe:L'ab. SDl6m ttJ,MI'n. ~ ti.PM" ••• 1b:a. ""'11 • I -
ta'tl4U) ieta]lll U4ak dUnBnbbU; -.k:&banG1lWn. ~t d:an "Ubonc
bS' ~ ...,. __ l\261 .w. bIDtl.Gc lIiP!IPU' *; tI:zI,pD.6lpdr_ •••
1Im~

() .~ 1lM&l•••• ~ lImB a~ -:PCti "U."..'" ap1l (d
pr.a1W .mnc ~ I~ .......tua Id.n.~" -
"l8' we"" beha'-; lIlllka »8d11kban&'1nCm.bawa .~tWam keB5atan
~lNipI"&. •••• ~ ~taD """'1IIl1bn Idn ~ -

(4) ~ B"\9 ••••• ~ lIZt6 t.1a1l. bc41%'1 _.J1a bftIa1nm;ya ha'fiul'lm
DIrab 1J:d..••1tapt.bo1= ••••n Ud, III1n"DIU.rJJca.n 1I"'l1'''''''' .JU&i -

&mpn kla'kn'tlllm w- 'C'atu1'lm ~ Wi IW:a lI""dU): ~ •••
I""StNa 1dn ~ BCl611lID -om bSair& pms1 •••• mcmut __ •••
tua.D pat '2 PC'a'Nmn llIMnh ~

ha1f1

a.t1ap p•••• na b1n Jfcmf1rtkan krotMn c1:ln 1dn lhv'ens .• tlzl"":ns Qmallm,'
7IfDIl1Ili!akM'WJ'ld btmtuan iSa1aI2r•.•.'Illn'm lM1'al1 W,' ~t M', 'b••••
.~ P"""'ut:m IsSn Jrcm41"'Jrn.n Jlan<p•••• =h1n tJne'ang •••uMm;' <lIDs -
pzr;

$ •,.-1 f8 ::•••••••••••'
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AJ;IIbUa!'C'.W" ~ 4a.1a _'alcanenn keB1atamwa 'M!I1"b"ke'Q po11lJ-
.to •• SlUG' •• n tMlJ """'6"'dll&tlcIn ke1'U8a1l:aI1 111l1k'mpn 41tan:aIam ••• '" -
••l1li1bteDtuanPc'a~'~ •.'ll2I'Il"8'»' ~ ~

haa1 19
(1) Bar.vJ,r IIla1* .1angpr b~ da1at:l paa1 2 dan 11&81 «) :r•••.tu1'aft -

IlaC"ah 1Q1 d1••••••••••••• n 9"n ••. ~ -'-. - '1!ft87V'& 6 ( ••• ) -
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Pasal 21

Hal-hal Y2J:1gbelum diatur <13.ramPeraturan Daerah ini sepanjeJ:1(;me-
ngenai pelalcsanaa.m1;Y'aalCB..'l(liatur <13.nditetapkan oleh Eupati Kepala

Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mule-Iiberla.lcu sejalc tanggal diundangkan.

Agp.r supaya, setiap orang dapat mengetahuinYa, memerintahkan
Pengun<13.nganPera:Guran Daerah ini dengaJ'l penernpata.nnya <13.1mllLem-

baran Daerah Ke,bupaten Daerah Ting.cat II I1usi EW1YLt2.sin.
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Diundf~ll~JG.~nd::d;- 1 L(m:), r~i.n DacrJ.H
Kabupaten Dacrab '. in;;,k"t!] ,lw:.i Danyu;:~~i:.

Nornor : 10. T bun; ]yY1
Tangg~!. 1'6 <1~" 1 'Yl

SEKRE ARIS Wit YAH j DA[RAII

KABUPATEN D ERAJ{; ,AT MUSI BANYUASIN

'\
DRS,H. ADN'N elK "TIM

NIP. 010049159
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

Jln, Kolonel Wahid Udin No. 236 Telp. (0714) 321301 Fax. (0714) 321880 Sekayu

Sekayu, 08~TOB~P: 2001.

\,.•

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

: ~c)/ DPU - CK / 2001

: Biasa.

: Satu Berkas.

:Penyampaian Rancangan

PERDA Tentang 1MB.

Kepada Yth,

Bapak Bupati Musi Banywisin

Cq. Kepala Bagian Hukum

Pemerintah Kab. Muba

di -

SEKA YU

r,

Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan AsH Daerah Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin, PERDA NO.7 Tahun 1999 dipandang tidak sesuai lagi

dengan keadaan sekarang ini.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi

Mendirikan Bangunan.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

CIPTA KARYA KAB. MUBA
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